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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain rasa sykur, karna berkat rahmat dan karuniaNya buku yang
berjudul usaha milik negara ini telah dapat di terbitkan untuk dapat
dikonsumsi oleh khalayak banyak setelah melalui proses penelaahan (peer
review) yang dilakukan secara ketat dan panjang.

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) merupakan pelaku
ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional. BUMN didirikan
dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Beberapa sektor
yang dinaungi BUMN diantaranya seperti sektor perkebunan, pertanian,
perikanan, transportasi, perdagangan telekomunikasi, listrik, konstruksi,
keuangan dan lainnya. Badan Usaha Milik Negara dimana badan usaha ini
berperan besar yang tidak hanya untuk mensejahterakan masyarakat saja
namun juga untuk meningkatkan pendapatan negara.

Tujuan dari pendirian BUMN ini diantaranya:

1. Memberi sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi nasional

2. Menambah penerimaan negara dari berbagai sektor usaha BUMN

Untuk memperoleh keuntungan dari semua sektor usaha BUMN

4. Bertanggungjawab atas penyediaan barang dan jasa yang berkualitas
untuk memenubhi hajat hidup orang banyak

5. Menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh
pihak swasta dan koperasi

6. Berpartisipasi aktif dalam membimbing dan membantu pengusaha
ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

Oleh karena itu, buku ini hadi untuk memberikam gambaran kepada
khalayak pembaca terkait seluk beluk BUMN dari berbagai macam
prespetif dan sudut pandang. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui
bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata
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sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata.
Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima
berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu
sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan
perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan
datang.

Juni, 2022

Penulis
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BAB 1

PERAN NEGARA DALAM
PEREKONOMIAN NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, kebutuhan manusia akan
terpenuhi dari lingkungan dimana mereka berada, kebutuhan sosial akan
disalurkan dalam bentuk organisasi, dengan organisasi ini manusia bisa
mencapai tujuannya. Organisasi-organisasi akan berkembang dan tumbuh
dengan cepat dan seiring dengan pertumbuhan organisasi, pertumbuhan
organisasi juga akan menumbuhkan permasalahan—permasalahan
organisasi, organisasi akan melebur dan menyatu pada kolaborasi,
kompetisi dan berbagai bentuk persaingan, sehingga memerlukan wadah
yang besar pula.

Organisasi yang besar seperti negara muncul karena adanya
kesepakatan untuk mendirikan negara, negara terdiri dari rakyat,
pemerintah yang berkuasa, wilayah dan ada pengakuan dari negara lain.
Rakyat merupakan semua orang yang ada yang secara nyata berada di
wilayah suatu negara dan harus patuh dan manut pada peraturan yang
ada dalam suatu negara. Sedangkan pemerintah merupakan terdiri dari
orang-orang yang ditunjuk dan diamanahkan dan diberi kedaulatan
sebagai pengelola negara. Orang atau sekelompok orang yang diberikan
amanah tersebut dikatakan dengan pemerintah, wewenang dan
kekuasaan diberikan dalam rangka mengatur dan menjalankan roda
pemerintahan. Pemerintah mengelola dengan membuat aturan-aturan
berupa undang-undang dan norma-norma hukum yang akan dijal memiliki
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BAB 2

BUMN DALAM PERSPEKTIF
ADMINISTRASI NEGARA

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN hanya terdiri
dari dua bagian, yaitu Persero dan Perum. Menurut UUD 1945, Badan
Usaha Milik Negara merupakan salah satu penopang perekonomian
Indonesia, sedangkan pihak lainnya adalah swasta dan koperasi. Negara
ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang
dijelaskan dalam Pasal 33(2) Undang-Undang Dasar (UUD): Sektor-sektor
produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara, Pasal 33(3) Undang-Undang Dasar (UUD) :
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara.Negara menguasai dan mempergunakannya untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000).
Menurut UU No. 9 Tahun 1969. BUMN adalah segala bentuk badan usaha
milik negara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara/
pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan milik negara. (Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian BUMN, 2018).
Pengertian BUMN didasarkan pada penegasan kembali ketentuan umum
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
yang menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui kekayaan yang
berasal dari harta kekayaan yang dipisahkan. Aset milik negara yang
dimiliki oleh penyertaan langsung
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BAB 3

ADMINISTRASI USAHA - USAHA
MILIK NEGARA ATAU DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sejak lama para ilmuwan sudah mengkaji dasar teoritis Administrasi
Usaha — usaha Milik Negara dan Daerah (UMN/D). Dalam melakukan
kajian ini tidaklah mudah, karena secara teoritis UMN/D dikaitkan juga
dengan Administrasi Negara, Administrasi Bisnis serta Administrasi
Pembangunan. Menurut Westra (2009) mengatakan bahwa persoalan
konsep Administrasi Perusahaan selalu terkait dengan konsep Administrasi
Negara (public administration) dan Administrasi Perusahaan (business
administration). Kajian secara teoritis ini juga menghadapi berbagai
kendala, hal ini karena sedikitnya literatur mengenai masalah UMN/D
serta motif munculnya atau latar belakang berdirinya suatu Badan Usaha
Milik Negara/ Daerah (BUMN/D).

Keberadaan UMN/D dalam sebuah negara merupakan sebuah
fenomena vyang logis, sebagai keterlibatan negara dalam bidang
perekonomian terutama dinegara — negara yang tergolong sedang
berkembang, bahkan UMN/D ini juga bisa dijadikan sebagai instrument
dalam suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Keberadaan
UMN/D sama halnya dengan suatu organisasi bisnis pada umumnya,
tetapi disisi lain mempunyai tanggung jawab sosial dalam upaya untuk
mensejahterakan rakyatnya. Menurut Kartiwa (2016) disatu sisi ada sosial
responsibility karena BUMN merupakan aparat pemerintah dalam
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BAB 4

SEJARAH BADAN
USAHA MILIK NEGARA

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku kegiatan
ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional Indonesia
bersama dengan pelaku ekonomi lain yaitu sektor swasta baik skala besar
maupun kecil, atau perusahaan domestik maupun asing, dan koperasi.
Suatu perusahaan disebut BUMN jika seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai salah satu pelaku
kegiatan ekonomi BUMN vyang didasarkan pada prinsip demokrasi
ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai
dengan amanat UUD 1945.

Dalam sejarahnya BUMN sudah ada sejak masa Hindia-Belanda (pra-
kemerdekaan) vyang kemudian sebagiannya dinasionalisasi oleh
pemerintah Republik Indonesia sesudah kemerdekaan. Beberapa BUMN
didirikan oleh pemerintah Indonesia namun beberapanya lagi kemudian
dijual kepada pihak asing baik kepada negara lain maupun kepada swasta
asing. Berdasarkan bentuknya BUMN yang pernah ada di Indonesia terbagi
dalam tiga jenis: Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum),
dan Persero. Namun pada masa sekarang hanya terdapat dua jenis, yaitu
Perum dan Persero.
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BAB 5

PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan. (UU BUMN No. 19 Tahun 2003). BUMN terkenal
pula dengan sebutan perusahaan pelat merah. Badan Usaha ini sebagai
tulang punggung perekonomian dan pendapatan negara untuk
menyelenggarakan produksi dan operasi melayani segala kebutuhan
masyarakat. BUMN tidak hanya ada di Indonesia

Pasal 33 UUD 1945 seringkali dihubungkan dengan pengelolaan
BUMN ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar
atas asas keleuargaan.” Artinya sistem ekonomi yang dikembangkan
seharusnya tidak berbasis persaingan dan atas asas yang sangat
individualistic. (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) “Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Makna ayat (2) dan (3) bahwa pemerintah mempunyai peran yang sangat
besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh
masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang
produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
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BAB 6

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. PENDAHULUAN

Landasan munculnya masalah corporate governance adalah krisis
keuangan yang terjadi di Asia pada tahun 1997-1998 dan perkembangan
industri pasar modal. Pembentukan perusahaan besar dan kompleks
pertumbuhan audit yang semakin kompleks dan global dan meningkatnya
kebutuhan akan transparansi dan independensi juga berkontribusi pada
masalah tata kelola.

Adanya globalisasi semakin menyoroti masalah tata kelola yang
berkembang yang dihadapi oleh perusahaan, memberikan tekanan yang
lebih besar pada direktur dan manajemen organisasi. Perusahaan sangat
perlu meningkatkan standar tata kelola dan transparansi sebagai prioritas
strategis untuk unggul di pasar. Standar tata kelola perusahaan yang tinggi
juga penting dalam membantu suatu negara membangun reputasinya
sebagai pusat keuangan global (Teen, 2014).

Globalisasi semakin menyoroti masalah tata kelola yang berkembang
yang dihadapi oleh perusahaan, menghasilkan tekanan yang lebih besar
pada direktur dan manajemen organisasi tersebut. Perusahaan perlu
meningkatkan standar tata kelola dan transparansi sebagai prioritas
strategis untuk unggul di pasar. Standar pemerintahan tingkat tinggi juga
penting untuk membantu setiap negara memperkuat reputasi sebagai
pusat keuangan global. Puspita et al. (2019) menyimpulkan bahwa tata
kelola perusahaan adalah prinsip memimpin dan mengendalikan
perusahaan dengan keseimbangan antara kekuatan dan otoritas korporasi
untuk bertanggung jawab atas pemangku kepentingan.
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BAB 7

PENILATAN TINGKAT KESEHATAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Penilaian tingkat kesehatan perusahaan diutarakan oleh Maverick et
al. (2021) sebagai berikut. Jika seorang investor akan mencari peluang
memperoleh keuntungan dari suatu usaha, pasti ia melihat harga saham
perusahaan itu dan bagaimana kinerjanya. Tentu hal ini karena
perusahaan itu telah go-public atau TERBUKA (TBK). Setiap perusahaan
yang telah go-public, umumnya mereka akan menerbitkan laporan
keuangan yang disebut Income Statement (Laporan Rugi/ Laba). Dari
laporan itu, dapat diketahui kinerja perusahaan tersebut. Jika tidak
terbuka, maka mereka akan mencari laporan keuangan perusahaan,
melihat berapa keuntungan yang tercetak tahun ini, dan bersamaan
dengan itu, mereka mencari tahu apa metode perhitungan yang
menunjukkan seberapa sehat keuangan perusahaan pada saat ini, atau
paling sedikit beberapa waktu lalu.

Namun dalam kenyataannya, menemukan Laporan Keuangan
Perusahaan, yang diwakili oleh Laporan Rugi/ Laba atau Income Statement,
tidaklah mudah. Banyak perusahaan tidak membuatnya, atau sebetulnya
mereka membuat, namun tidak disiarkan.  Seandainya membuat,
seringkali merupakan laporan palsu, laporan yang tidak mencerminkan
keadaan yang sesungguhnya. Umumnya mereka menyembunyikan
kekurangan dari perusahaan itu, seperti total hutang atau laba bersih dan
lain-lain yang menjadi terlihat kurang bermakna dibandingkan rasio
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BAB 8

REFORMASI BADAN
USAHA MILIK NEGARA

A. LATAR BELAKANG
Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lepas dari cita-

cita bangsa Indonesia Cita-cita bangsa Indonesia yang sejalan dengan

keberadaan BUMN tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, vyaitu
memajukan kesejahteraan umum. Dalam arti keberadaan BUMN
mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan
umum, dalam dalam hal ini kesejahteraan rakyat dalam menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perekonomian.

Berdasarkan hal itu, maka menurut Hamzah, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN)diharapkan:'

a. Dapat meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum, berupa
penyelenggaraan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang
memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

b. Memberikan sumbangan kepada penerimaan negara
Meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional (2012)

Perjalanan BUMN di Indonesia ternyata tidak sesuai dengan harapan.

Realita yang terjadi, banyak pengelolaan BUMN belum berjalan dengan

baik. Pengelolaan BUMN yang cenderung bersifat politis dan birokratis ini

! Meirinawati dan Indah Prabawati, Strategi Generik Dalam Reformasi Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance, Jurnal Dinamika
Governance, Volume 6, Nomor 1, April 2016, him.18
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BAB 9

KONSEP REINVENTING
GOVERNMENT PADA BUMN

A. PENDAHULUAN

Konsep Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi) pada
dasarnya merupakan representasi dari paradigma New Public
Management (NPM), dimana negara dilihat sebagai perusahaan jasa
modern yang kadang-kadang bersaing dengan pihak swasta, tapi di lain
pihak dalam bidang-bidang tertentu memonopoli layanan jasa, namun
tetap dengan kewajiban memberikan layanan dan kualitas yang maksimal.
Segala hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dianggap sebagai suatu
pemborosan dalam paradigma NPM. Masyarakat pun dilihat sebagai
pelanggan layanan publik yang karena pajak yang dibayarkan memiliki hak
atas layanan dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu pula. Prinsip
dalam NPM berbunyi, “Dekat dengan warga, memiliki mentalitas melayani,
dan luwes serta inovatif dalam memberikan layanan jasa kepada warga”.
Konsep reinventing government, apabila diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia konsep ini berarti menginventarisasikan lagi kegiatan
pemerintah. Pada awalnya, gerakan reinventing government diilhami oleh
beban pembiayaan birokrasi yang besar, namun dengan kinerja aparatur
birokrasi yang rendah. Pressure dari publik sebagai pembayar pajak
mendesak pemerintah untuk mengefisiensikan anggarannya dan
meningkatkan kinerjanya. Pengoperasian fungsi pelayanan publik yang
tidak dapat diefisiensikan lagi dan telah membebani keuangan Negara
diminta untuk dikerjakan oleh sektor non-pemerintah. Dengan demikian,
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BAB 10

RESTRUKTURISASI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. PENDAHULUAN

Pelaku utama ekonomi nasional meliputi BUMN, swasta, serta
koperasi. Kerja sama antara pelaku utama (pilar) ekonomi harus
dikembangkan tidak hanya atas dasar saling menguntungkan saja, akan
tetapi juga atas dasar peranan masing-masing sebagai mitra usaha, tanpa
mengenyampingkan asas dan sendi dasar masing-masing badan usaha
(Panji Anoraga, 1995:169). Intervensi negara dalam kegiatan ekonomi
diperlukan untuk mengurangi kegagalan pasar, harga yang tidak fleksibel,
serta dampak eksternalitas pada lingkungan alam dan sosial. Negara
datang untuk kegiatan ekonomi melalui regulasi hukum serta kebijakan
yang mengatur kegiatan ekonomi dan badan usaha (BUMN) sebagai
pelaku usaha.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan sebagai berikut;
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki badan usaha
lain, yaitu suatu badan usaha “Berbaju pemerintah” namun memiliki
fleksibilitas serta inisiatif seperti perusahaan swasta (Panji Anoraga,
1995:2).
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BAB 11

PRIVATISASI BADAN USAHA
MILIK NEGARA

A. PENDAHULUAN

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) dahulu dikenal
sebagai perusahaan negara (disingkat PN) adalah perusahaan yang dimiliki
baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah
dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya.'® Pada dasarnya terdapat
dua tujuan utama Pendirian BUMN oleh Pemerintah Indonesia yaitu
tujuan yang bersifat ekonomi, dan satunya adalah tujuan yang bersifat
sosial. Dalam konteks ekonomi, kehadiran BUMN diharapkan untuk bisa
mengatur dan mengelola sektor-sektor yang dianggap strategis agar tidak
dimiliki atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. BUMN harus bisa
menguasai bidang-bidang usaha seperti perusahaan listrik, minyak dan gas
bumi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 karena usaha-
usaha tersebut menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Tentunya
kehadiran BUMN diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, terlebih bagi mereka yang tinggal berada disekitar lokasi
BUMN. Tujuan sosial atas keberadaannya BUMN adalah terciptanya
lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi BUMN sehingga secara
tidak langsung akan berdampak pada bangkitnya perekonomian lokal.

1% nState-Owned Enterprises Catalysts for public_value creation?" (PDF). PwC. Diakses
tanggal 16 Februari 2022.



https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-state-owned-enterprise-psrc.pdf
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BAB 12

PENGAWASAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA

A. PENDAHULUAN

Pemerintah berkewajiban secara konstitusional untuk menjamin
kesejahteraan seluruh rakyatnya. Sebagai upaya dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyat, pemerintah membentuk unit-unit usaha tertentu
dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
bangsa dan kemakmuran rakyat. Unit-unit usaha pemerintah inilah yang
disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMN berstatus sebagai unit usaha berbadan hukum. Dalam
pengelolaan dan pengawasannya perlu dilakukan secara profesional sesuai
dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate
governance. Namun, dilaporkan bahwa BUMN menghadapi banyak
persoalan dan tantangan besar, misalnya secara finansial menderita
kerugian yang cukup signifikan karena dikelola secara tidak efisien dan
rendahnya produktivitas. Akibatnya BUMN dinilai tidak memiliki
kemampuan untuk berkompetisi dalam persaingan bisnis secara domestik
maupun pada skala pasar internasional.

Persoalan lain yang dihadapi oleh BUMN adalah maraknya korupsi.
Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004
hingga 2019, sedikitnya sudah ada 73 kasus korupsi yang berasal dari
perusahaan BUMN yang telah ditangani. Sedangkan berdasarkan catatan
Kementerian BUMN pada tahun 2021 setidaknya ada 159 kasus korupsi
dengan 53 tersangka yang terjadi di lingkungan perusahaan plat merah ini.
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BAB 13

PERSOALAN - PERSOALAN BUMN

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara atau yang kemudian disebut BUMN
kehadiraanya secara historis dilatarbelakangi oleh kondisi dimana
perusahaan-perusahaan asing yang kemudian di nasionalisasi berdasarkan
Undang-undang nomor 86 tahun 1958 (Ma’arif & Syamsul, 2018). Negara
disini hadir sebagai regulator atau pengatur dalam perekonomian nasional,
perusahaan-perusahaan tersebut mayoritas bergerak di bidang strategis
yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka muncul amanat
undang-undang yang tertuang dalam pasal 33 undang-undang dasar
(Ma‘arif & Syamsul, 2018).

Beberapa pertimbangan muncul sebagai landasan nasionalisasi aset
negara, diantaranya: 1).kondisi negara yang baru lepas dari penjajahan
fisik sehingga belum memiliki kekuatan capital yang mumpuni, 2).
Besarnya kerugian pasca-peperangan yang di hadapi Indonesia, 3).
Dominasi pengusaha keturunan arab, cina, dan eropa, sehingga pengusaha
pribumi sulit berkembang. Kondisi tersebut akhirnya membuat
pemerintah berperan aktif melalui nasionalisasi perusahaan asing,
diantaranya: mengambil alih perusahaan telekomunikasi yang kemudian
merubahnya menjadi perusahaan telekomunikasi dalam jangkauan
nasional dan internasional (perumtel), selain itu pemerintah juga
mengambil alih perusahaan transportasi menjadi Djawatan Kereta Api dan
Garuda Indonesia (Ikhwan & Mufarrijul, 2014).
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Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) merupakan pelaku
ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional. BUMN didirikan
dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Beberapa sektor
yang dinaungi BUMN diantaranya seperti sektor perkebunan,
pertanian, perikanan, transportasi, perdagangan telekomunikasi,
listrik, konstruksi, keuangan dan lainnya. Badan Usaha Milik Negara
dimana badan usaha ini berperan besar yang tidak hanya untuk
mensejahterakan masyarakat saja namun juga untuk meningkatkan
pendapatan negara.

Tujuan dari pendirian BUMN ini diantaranya:

1. Memberi sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi nasional

2. Menambah penerimaan negara dari berbagai sektor usaha
BUMN

3. Untuk memperoleh keuntungan dari semua sektor usaha
BUMN

4. Bertanggungjawab atas penyediaan barang dan jasa yang
berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak

5. Menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan
oleh pihak swasta dan koperasi

6. Berpartisipasi aktif dalam membimbing dan membantu
pengusaha ekonomilemah, koperasi, dan masyarakat

Kelebihan perusahaan BUMN ini meliputi penguasaan
berbagai sektor yang vital bagi kehidupan masyarakat Indonesia,
mendapat jaminan dan dukungan dari negara, Permodalan BUMN
berasal dari negara, Kelangsungan hidup perusahaan BUMN lebih
terjamin dan menjadi sumber pendapatan negara.
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